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BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap
pembatalan serta pemberhentian pejabat berdasarkan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2023/PTUN-MDN,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberhentian Tergugat pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang provinsi Sumatera Utara terjadi karena
adanya permasalahan tentang hasil evaluasi kinerja dan
kedisiplinan Manajemen PNS. Maka pada tanggal 17 Mei
2023  tentang pemberhentian pejabat tergugat
mengeluarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor: 100.3.3.1/2344/V/2023. Sehingga tergugat
melakukan tindakan sewenang-wenang dengan kekuasaan
dan kewenangan yang di milikinya. Bahwa keputusan
Gubernur Sumatera Utara tersebut terdapat cacat
administratif, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Pendelegasian Wewenang Persetujuan Tertulis Untuk
Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah
Daerah. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 118 ayat (2) mengatur:
Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja Yang
diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu
jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan

untuk memperbaiki kinerjanya. @ Karena tidak sesuai
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dengan peraturan yang ada bahwa pemberhentian harus
ada penyelidikan terlebih dahulu, akan tetapi didasarkan
pada kesewenang-wenangan dari tergugat.

Pertimbangan hukum hakim terhadap Surat Keputusan
Gubernur bahwa kedua objek sengketa dinyatakan batal,
serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
Penggugat seperti semula atau dalam jabatan yang setara
atau diberi kompensasi dalam bentuk lain, secara hukum
dengan sendirinya tidak mempunyai dasar hukum yang
sah.

Tentang pembatalan serta pemberhentian pejabat di
lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara oleh
pejabat yang dikeluarkan surat keputusan oleh Gubernur
Sumatera Utara, jika di pandang berdasarkan siyasah
Idariyah tidak sejalan atau tidak sesuai terhadap perkara
ini. Dalam  prinsip musyawarah karena bahwa
memberhentikan pejabat dinas pekerjaan umum dan
penata ruang provinsi Sumatera Utara tanpa melalui
mekanisme penyelidikan terlebih dahulu. Prinsip keadilan
karena pejabat dinas pekerjaan umum dan penata ruang
provinsi Sumatera Utara merasa diperlakukan tidak adil
oleh pejabat yang telah mengeluarkan keputusan Gubernur
Sumatera Utara yang menggunakan kewenangan yang
dimilikinya secara sewenang-wenang, Adil berarti berpihak
pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.
Maka keadilan yang sifat perbuatan, perlakuan, dan

sebagainya yang adil.
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B. Saran

1. Bagi Gubernur sebelum mengeluarkan surat keputusan sebaiknya
melihat dalam aturan undang-undang dan aturan yang berlaku agar
keputusan-keputusan tersebut berkaitan hukum.

2. Seharusnya sebagai pejabat dalam mengeluarkan surat keputusan
harus sesuai juga dengan syari’at islam. Tidak menyalahgunakan
jabatannya untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain dan

tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.
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